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PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15/PERMEN-KP/2016

TENTANG

KAPAL PENGANGKUT IKAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya

ikan yang bertanggung jawab serta mencegah dan

memberantas illegal, unreported, unregulated (IUU)

Fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara

Republik Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian

pengaturan mengenai kapal pengangkut ikan hidup;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kapal

Pengangkut Ikan Hidup;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor118, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
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Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 64);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);

5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang

Pembentukan Kementerian dan Kabinet Kerja 2014-

2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan

Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan

Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 503);

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan

Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 1619);

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

TENTANG KAPAL PENGANGKUT IKAN HIDUP.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk

memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan

ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang

terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan

kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan

dan/atau menangani.

2. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh

ikan di perairan yang tidak dalam keadaan

dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun,

termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk

memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan,

menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

3. Usaha Pengangkutan Ikan Hidup adalah kegiatan yang

secara khusus mengangkut ikan hidup hasil

Pembudidayaan Ikan atau hasil Penangkapan Ikan

dengan menggunakan kapal pengangkut ikan untuk

memuat, mengangkut, menyimpan, dan/atau

menangani ikan hidup hasil Pembudidayaan Ikan dan

hasil Penangkapan Ikan serta mengangkut sarana

produksi Pembudidayaan Ikan.

4. Lokasi Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut adalah unit

usaha kegiatan Pembudidayaan Ikan termasuk

kegiatan bongkar muat ikan hasil Pembudidayaan

Ikan, mengisi perbekalan, dan operasional lainnya.

5. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya

disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki

Setiap Orang untuk melakukan usaha perikanan

dengan menggunakan sarana produksi yang

tercantum dalam izin tersebut.

6. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya

disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki

setiap Kapal Perikanan untuk melakukan
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pengangkutan ikan hidup dan sarana produksi

Pembudidayaan Ikan.

7. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat

apung lain yang dipergunakan untuk melakukan

Penangkapan Ikan, mendukung operasi Penangkapan

Ikan, Pembudidayaan Ikan, pengangkutan ikan,

pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan

penelitian/eksplorasi perikanan.

8. Kapal Pengangkut Ikan Hidup adalah kapal yang

memiliki palkah yang dirancang untuk mengangkut

ikan hidup, memiliki sirkulasi air atau memiliki

sirkulasi udara (aerator).

9. Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia

adalah kapal yang telah didaftarkan dalam daftar

kapal Indonesia.

10. Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing

adalah kapal yang berbendera selain bendera

Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal

Indonesia.

11. Pelabuhan Muat Singgah adalah pelabuhan perikanan

atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal

pengangkut ikan untuk memuat atau membongkar

ikan dan mengisi perbekalan atau keperluan

operasional lainnya.

12. Pelabuhan Tujuan adalah pelabuhan perikanan atau

pelabuhan umum yang ditunjuk sebagai tempat Kapal

Pengangkut Ikan Hidup untuk melakukan bongkar

ikan dan merupakan tempat akhir tujuan Kapal

Pengangkut Ikan Hidup sebagaimana yang tercantum

dalam SIKPI.

13. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak on

Line, yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah surat

yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perikanan

Budidaya atau Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

sesuai dengan kewenangannya atau pejabat yang

ditunjuk yang berisikan nilai nominal yang harus

dibayarkan oleh Setiap Orang sesuai SIMPONI.
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14. Pungutan Pengusahaan Perikanan, yang selanjutnya

disingkat PPP adalah pungutan negara yang dikenakan

kepada Setiap Orang dalam rangka memperoleh SIKPI,

sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh

Pemerintah Indonesia untuk melakukan usaha

perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan

Negara Republik Indonesia.

15. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau

korporasi.

16. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan

yang terorganisasi baik merupakan badan hukum

maupun bukan badan hukum.

17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang kelautan dan

perikanan.

18. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah di

provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi

urusan perikanan.

BAB II

JENIS USAHA PENGANGKUTAN IKAN HIDUP

Pasal 2

Usaha Pengangkutan Ikan Hidup meliputi:

a. Usaha Pengangkutan Ikan Hidup di dalam negeri; dan

b. Usaha Pengangkutan Ikan Hidup ke luar negeri untuk

tujuan ekspor.

Pasal 3

(1) Usaha Pengangkutan Ikan Hidup di dalam negeri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a,

merupakan usaha pengangkutan ikan dari Lokasi

Usaha Pembudidayaan ikan di Laut dan/atau sentra

nelayan ke Pelabuhan Muat Singgah dan/atau

Pelabuhan Tujuan.

(2) Usaha Pengangkutan Ikan Hidup di dalam negeri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat

dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia dan
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